PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Memmbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 40/KEP/MPAN/4/2003 tanggal 23 April 2003
tentang penetapan eselon Kepala tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan Sekolah Menengah Umum dan Nomor 53/KEP/M PAN/6/2003
tanggal 27 jum 2003 tentang Penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah
Menengah Kejuruan, dipandang perlu menetapkan Eselon Kepala Tata Usaha
Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negen dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung;

Mengingat

it 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Sclatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851), .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4033);
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—

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

8. Undeng-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Republik lndonesia Negara Nomor 3763),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Persturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)
sebagaimana telah diubsh dengan Peraturen Pemerintah Nomor 39 Tehun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974),

12, Peraturan Pemerintash Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

D: \ Raperda\ 2005\ V2-ESELON TU, doc <



13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2002 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

14. Peratran  Pemerintsh Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negen Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintash Nomor 13 Tshun 2002 (Lembaran Negams Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2000 Nomor 19),

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerash Kabupaten Belitung
Tahun 2003 Nomor 30),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DAN

BUPATI BELITUNG
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI,.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung,
Bupati adalah Bupsti Belitung.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.

Kepala Tata Usaha Sekolsh adaleh Kepala Tata Ussha Sekoleh yang
melaksanakan kegiatan administif pendidikan pada Sekolah Menengah
Pertama Negeri, Sckolah Menengah Atas Negeri dan Sckolah Menengah
Kejuruan Negeri,

S W e e N e

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah
Menengah Atas Negeri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang
administrasi pendidikan di tingkat Sckolah Menengah Pertama Negeri dan
Sekolah Menengah Atas Negeri dengan penetapan jabatan eselon V.a.

(2) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur
pelaksana teknis di bidang administasi pendidikan di tingkat Sekolah
Menenggah Kejuruan Negeri dengan penetapan jabatan eselon IV.b.

(3) Penetapan pejabat untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 3

(1) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Menengah Atas Negeri dan Sckolah Menengah Kejuruan Negeri,
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan yang
menjadi tanggung jawab di bidang tugasnya. /.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pade ayat (1), Kepala
Tata Usahs secara fungsional berada dibawah dan bertangpgung jawab

. kepada Kepala Sekolah dan secara struktural administrasi berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Belitung,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala
Tata Usaha mempunyai fungsi dan wewenang :
a. penyusunan rencana dan program kerja ketatausahaan sekolah;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian, administrasi
kesiswaan dan Administrasi Kurikulum;

¢. penyclenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

d. penyclenggaman kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
surat menyurat, kearsipan dan kehumasan.

Pasal 5

a. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala
Tata Usaha Sekolah dibantu oleh beberapa orang staf.

BAB III
TATAKERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha Wajib menerapkan prinsip
koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara vertikal dan horizontal sesuai

dengan tugas pokoknys.
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasiken bawehannye dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
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(2) Kepala Tata Usaha secara fungsional wajib mengikuti petunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Hal-hal yang belum distur dalam Peraturan Daersh ini akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah in1 mula: berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung,

Ditetapkan di Tanjungpandan

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 2 Desember 2005
A0 N

BARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005.
NOMOR 3% SERI E
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